BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya
mengenai Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan
Pada Kawasan Pasar Alok, Kabupaten Sikka berdasarkan peratuan dinas lingkungan hidup kota
maumere nomor 03 tahun 2009 tentang pengolahan lingkungan hidup. Olek karena itu kantor

dinas lingkungan kabupaten sikka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh kantor Dinas
lingkungan hidup kabupaten sikka masih belum sesuai dengan uu nomor 03 tahun 2009
tentang pengolahan lingkungan hidup karena masih terdapat hambatan-hambatan
internal ekternal dalam pelaksanaannya. Seddangkan, dalam upaya penangulangan dan

pemulihan telah sesuai dengan uu nomor 03 tahun 2009 tentang pengolahan lingkungan.

2. Hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan
hidup oleh kantor dinas lingkungan hidup kota maumere dapat diatasi dengan solusi-

solusi yang tepat oleh kantor dinas lingkungan hidup kabupaten sikka.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai pengawasan badan
lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan pasar alok, kabupaten

sikka, disarankan sebagai berikut :

1. Adgar kantor dinas lingkungan hidup kabupaten sikka lebih tegas menerapkan sanksi

yang seharusnya diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Karena
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mengenai permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan

berlarut-larut, harus selesaikan secara cepat.

2. Adgar kantor dinas lingkungan hidup kabupaten sikka memenuhi sarana dan prasarana
sehingga permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup dapat segera

diselesaikan.
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Sumber peraturan perundang-undangan

PERDA NTT Tingkat 1 Nomor 7 Tahun 1997

PERDA Kab. Sikka Nomor 36 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 57

Pasal 1 Butir 11 PP Nomor. 82 Tahun 2001

Pasal 1 Butir 4 PP Nomor. 19 Tahun 1999

Pasal 1 Butir 1 PP Nomor. 41 Tahun 1999

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2013

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018
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